
Menimbang 

Mengingat 

BUPATI MUSI RAWAS UTARA 
PROVINSI SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA 
NOMOR ,t, TAHUN 2024 

TENTANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MUSI RAWAS UTARA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf c 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Daerah; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6736); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Dipindai dengan CamScanner 

https://v3.camscanner.com/user/download


- 2 -

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan 

(Lembnran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tnmbahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 

at.as Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2021 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang 

Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di 

Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5429); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757): 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 

2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Sadan Layanan Umum Daerah (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1425), 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 

2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Serbasis 

Akrual pada Pemerintahan Daerah (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1447); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 

2018 tentang Sadan Layanan Umum Daerah (Serita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

18. Pemerintahan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1781); 

19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah 

Kabupaten Musi Ra.was Utara (Lembaran Daerah 

Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daeerah 

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah 
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Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor l); 

20. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2017 ten tang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Musi 

Rawas Utara (Lcmbaran Daerah Kabupatcn Musi 

Rawas Uta.ra Tahun 2017 Nomo 20); 

21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2023 Nomor I); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 

PEMERINTAH DAERAH 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

I. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas 

Utara. 

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah 

DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas 

dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD, dan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

6. Keuangan Daerah adalah semua hale dan kewajiban kabupaten dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai 

dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang 

berhubungan dengan hale dan kewajiban daerah tersebut. 

7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelalesanaan, penatausahaan, pclaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 

8. Kebijalean Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar 

konvensi, aturan dan praktik spesiflk yang dipilih pemerintah daerah 
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sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan pemerintah 

daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan 

terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. 

9. Stander Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP 

adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun 

dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 

10. Catalan Alas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CALK 

adalah catatan tarnbahan yang diberikan pada isi laporan keuangan. 

11. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah 

laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan 

dan belanja dengan estirnasi pendapatan dan pagu anggarannya yang 

telah ditetapkan pada awal tahun. 

12. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan 

yang menyajikan kegiatan operasional keuangan yang mancakup 

pendapatan, biaya den surplus/defisit disandingkan dengan periode 

sebelurnnya. 

Pasal 2 

( 1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati Musi Rawas Utara ini 

memberikan pedoman dalam penyusunan Laporan Keuangan 

Pemerintah Kabupaten. 

(2) Tujuan dari ditetapkannya Peraturan Bupati ini mengatur tata cara 

penyajian laporan keuangan yang bertujuan memudahkan dalam 

membandingkan antara anggaran dengan anggaran lain, periode yang 

satu dengan periode yang lain dan entitas akuntansi yang satu. 

Pasal 3 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah kebijakan akuntansi yang 

dilaksanakan dan digunakan oleh Pemerintah Kabupaten. 

BAB II 

KEBIJAKAN AKUNTANSI 

Pasal 4 

(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah menerapkan SAP berbasis 

akrual; 

(2) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri alas kebija.kan 

akuntansi peleporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun; 
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(JI Kcl>ijnkan okunlan i pclopomn kcuangon mcmuol pcnjclo n otn 

unsur-un ur loporon kcuong n yong bcrfung i cbogui panduon dnlom 

penyojion pclopomn kcuongon; 

(4) Kcbijokon okuntonsi okun mcngotur dcfcnisi, pcngokunn, pcnguku ron, 

pcnyojinn, dan pcngungkopan tronsaks i otou pcristiwo uo.i dcng n 

pcmyotaan SAP otos: 

o. Pcmilihon mctodc okuntonsi atos kcbijakon akuntansi doJnm SAP; 

dan 

b. Pengukuran yang lebih rinci otas kebijakan okunlnnsi doJam SAP. 

Pasal 5 

Ketcntuan mengcnai Kebijakan Akuntansi Peloporan Kcuangnn dan 

Kcbijakan Akuntansi tercantum dalam lampiran yong merupakan boginn 

tidak terpisahkan dari pcraturan Bupati ini. 

Pasal6 

Pada saot Pcraturan Bupati ini mulai bcrlaku Peratum_n Bupoti Nomor 12 

Tahun 2019 ten tang Kcl>ijakan Akuntansi Pemcrintnha n Ka bu pa ten Musi 

Rawas Utaa Tahun 2019 (Berito Daerah Kabupa tcn Musi Rawos Utnrn 

Tahun 2019 Nomor 12) dicabut dan dinya taknn tidak bcrlaku. 
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Pasal 7 

Peraturan Supati ini mulai berlalru pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Supati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Musi 

Rawas Utara. 

Diundangkan di Muara Rupit 

pada tanggal 21 , lf\li 'J.otA 

SE SD RAH 

f KAS ~ ,,.., USI RAWAS UT~ 

Ditetapkan di Muara Rupit 

padatanggal 2.S """''. 'lc,lt( 

~UPATI MUSI RAWAS UTARA,, 

~DEVI SUHARTONI 

SERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2024 NOMOR 4~ 
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